
BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMAmRA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR:...

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR l TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI LANGKAT,

bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi
masyarakat dari dampak rokok yang dapat
membahayakan kesehatan manusia serta memberikan
jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan
sehat bagi masyarakat perlu adanya Kawasan Tanpa
Rokok;
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 1 Tahun 2A1.9 tentang Kawasan Tanpa
Rokok;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun
2419 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan

Mengingat : 1.

Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lA94;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun i999
Periindungan Konsumen (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 1999 Nornor 42, Tarnbahan
Negara Republik Indonesia Nomor 382i);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2
Perlindungan Anak (Lembaran Negara
indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1,34, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4235):

publik

b.

C.

2.

3.

baran

tentang
Republik

Lembaran



4. Undang― Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nolnor 5059);
5. Undang― Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang
Kesehatan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tah■ ln
2009 Nomor 144,Tambahan b〕 rnbaran Negara Republik
indonesia Nomor 5063);
8,Undang― Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (1£ mbaran  Negara  Republik
lndonesia Tahun,014 Nomor 224,Tambahan Lel■ baran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587)sebagairnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang―
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perllerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lel■ baran
Negara Republik lndonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang
penlindahan lbukota Kabupaten Dati H Langkat da五
wilayah Koゥa Dati H Bll可ai ke Kota Stabat dalam
wilttah Kabupaten Dati II Langkat(Lembaran Negara
Republik lndonesia tahun 1982 Nolllor);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilttah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bil可ai, Kabupaten Daerah Tingkat H Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkah H Deli Serdang(bmbararl
Negara Republik lndonesia Tahun 1986 Nomor ll,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3322);
10, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahtln 1999 Nomor 86, Tamじahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3853);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Ba」  Kesehatan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahul1 2012 Nomor 278,
Tambahan Lembaran Negara
5380);

Republik lndonesia Nom9r

12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor
MENKES IPr-II/2O11 dan Menteri Dalam Negeri
Tahun zALl tentang Pedoman Pelaksanaan
Tanpa Rokok;
Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
(Lembaran daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016
Nomor l, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten
Langkat Nornor 29);
Peraturan Daerah Kabupaten iangkat nornor l Tahun
2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok(Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor l, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten langkat Nomor 43);

13.

14.

ノ

／



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUN」 UK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR l
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian lstilah

Pasal l

Dalarn Peraturan Bupatiini yang dimakstld dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2.Peme五ntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
Penyelenggtta Pemerintahan Dacrah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
5. Satuan Tugas Penegak Ka、 vasan Tanpa Rokok yang selan」 utnya disebut
STP一 KTR adalah Satgas yang dibentuk olch Bupati untuk melakukan
pengawasan pada Ka、 vasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan peraturan
perundang― undangan。
6.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, lnental, spiritual dan
social yang]memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara
social dan ekononlis.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/ atau menghisap asap
rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok,yang selattumya disingkat KTR adalah ruangan
atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatat■  merokok atau
kegiatan   memproduksi,   mettual,   mengiklankan,   dan/aね u
mempromosikan produk tembakau.
9.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dirnaksudkarl untuk
dibakar dalll dihisap dan/atau dihirup asapnya,termasuk rokok kretek,
rokok putih,cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanalnan
tembakau(2た Otiαれα tο bα鈍 亀 れたっ五αれα7uSICO,dan spesies lainnya atau
sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau
tanpa bahan tambahan.
10.Perokok Aktif adalah setiap orang]
langsung IIlenghisap rokok yang s(
11.Perokok Pasif adalah orang yal
menghisap atau lnenghirup asap r(
12.Nikotin adalah zat,atau bahan sel
れたοααれα tαbαα

“

,2tCOttα nα ′ustic
yang bersifat adiktif dapat rnengakibatkan ketergantungan.
13.Tar adalah kondensat asap yang inertlpakan total residu dihasilkan saat
Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat
karsinogenik.
14.Zat Adikdf adalah bahan yang llrlenyebabkan adiksi atau ketergantungan
yang rrlcIIIlbahayakan kcschatan dcllgan ditanda_i perubahan penlaku,
kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi
bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya,



mernberi prioritas pada pe■ ggunaan bahan tersebut daripada kegiatan
lain, Ineningkatta toleransi dan ttapat menyebabkan keadaan gttala
pLltus zat,

15。 ProllloSi  prO曖 llk  Terrlbakau  adalah  kegiatan  pengenalan  atau
penyebarluasRn in食 》rrnasi tentang prodtlk ternbakau untuk lnenarik
minat beli konsulp_en terhadap pFOduk tembakau yang akan dalll sedang
diperdagangkan,
16.Iklan Niaga Pl・ oduk tembakau yang selattutta disebut iklan Produk
tembakau adalah iklall korrlersial dengan tttuan lnemperkenalkan danノ
atau mema,yarakatkan barang kepada khalttak sasaran untuk
lnerrlpengaruhi ko換 sumen agar rnenggunakal■ prOduk tembakau yang
ditalvarkan,
17.Pengelola,  pirnpittan  dan/atau perlanggung jattrab  adalah orang
dan/atau  badan  yang  karena jabatannya  Fnen■ impin  dan/atau
berttnggung 」al、rab atas kegiatan dan/attu usaha ditempat atau
ka、Lrasan yang ditetapkan sebagai KTR,baik ttlilik pemerintah maupun
swa懲 機 .

18、 RIasyarakat adalah orang peroFangan dan/attu kelompok orattg。
19.Keschatan adalah keadaan sttahtera dari badan,」 i逮琺 dan sOsial yang
melllllnglcinkan setiap oral■ g produktif secara sosial dan ekollornis.

20.Fasilitas pelttanan ttSehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakall untuk lnenbrelenggarakatt upaya pelttanan kesehatan, baik
promo墳t preVentit kuratif maupurt rehabilitatif yang dilakuka■  oleh
peme震ntah,pemerintah dacrah dan/atau rnasyarakat.
21.TeFnpat proses belttεピmengttar adalah gedung atau area terbuka yang
digunakan utttuk kegiatan belttar mengaJar, pendidikan dan/atau
pelatihan.

22.Tettpat allals―  bettnain adalah area 装〕rtlltup maupun terbtlka yang
digunakan tlntuk kegiatan bermain anak"anak.
23.Terrlpat ibadah adalah bangtlnan atau r■ lang tertuttlp yang inenliliki ci艶 ―

ciri tertentu yang khusus dipergtlnakal■  untuk beribadah bagi ptta
pemeluk rrlasing-lnsillg agarrla secara pettnanen,tidak terlrlasuk tempat

ibadah keluarga.
24.麺gkutalt uinurn adalal■  alat angkutttn bagi ttasyarakat yang dapat
berupa kendaraan darat,air dan udara biasanya dengan kolrlpensasi.
25,Tempat h/etta adalah tiap ruangan atau lapallagan tertlltup atau terbuka,
bergerak atau tetap dirnana tenaga ketta beketta, atau yang dirnasuk』
縫naga h鱒場a unttlk kepettuatt suatu usaha.

2饉.Tcttpat umtltt adalah semua歓週npat tertutup yang dapat diakses obh
rklaWarakat umum dan/atau tempat yarlg dapat dimanfaatk`m bersatta―
sama urLtuk kegiatan lnasvttakat yang dikelola oleh pemerintah,s、 、アaS装■,
dan/atau inasvarakat.
27.Tellllpat tertutup adttah tettpat atau ruang yang ditlltup oleh attp dan
dibatasi olch ttatu dinding atau
diguttakan ttalll strtlktur perl■ とnen

含8.Ruang terbuka aaalah ruangatt y
langsung derLgallt udara luar,sehin

diudtta bebas,
29.Tempat lain yallg ditetapkan adahh tettpat ttrbuka tertentu yang
dilttanfaatkan bersama sarna untuk kegiatan rnasvarakat.

30.Pi‡npinan atau penangguntta、vab KTR adttah orang yang ttna
jabatantta, lmernimpill dan/atau be貢艶 gttllttawab atas bgiatan
dan/atau usaha dika■ vasan yang ditetapkan sebagai KTR.

31.ゴ 1ゝlak―anak adalah setiap orang yang belum beru毬 減a 18(delapan bttlasI
機hun.



32.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
33.Badan adalal■  sekumpulan orang dan/atau rr10dal yang Fnerupakan
kesatuan bttk yang Jmelakukan usaha maupun yang tidak rrlelakukan
usaha meliputt perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara(BUMN),Badal■ USaha Milik Daerah(BUMD)dengan nama
dan dalan■  bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun
persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi tnassa, organisasi sosial
politik atau organisasi lainnya, lernbaga dan bel■ tuk badan lainnya
ternlasuk investtsi kolektif dan bentuk usaha tetap.
34.Peme五 ksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan meng01ah
data,keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara o可 ektif dan
profesiOnal berdasarkan suatu standar pemeriksaan unttlk me,guji
kcpatuhan pemenuhan ke、 valiban dan/atau untuk tttuan lain,

35。 」alan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalarn system
ja五ngan Jalan p五 mer yang rnenghubungkn antar ibukota provlnsi dan
jalan strategis nasional sertajalan tol.

36.Jajarl provinsi adalah jalalll kolektor dalalII system」 aringan jalan prirner
yar.g menghuburlgkan ibukota provinsi dengan ibukota kabLlpaten/kota
dan jalan strategis provinsi

37.」 alan kabupaten adalah jalan local dalam sisten jaringan jalan prilner
yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang
rnenghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, anttr
ibukota kecarrlatan, lbukota kabupaten dengan pusat keglatan loc涎
seia jalan umum dalam system jaringan Jalan sekunder dalam wilaFah
kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
38.Jalan kota adalah jalan umum dalam system jaringan jalan sekunder
yang  menghtlbtlngkan  antar  pLLSat  pel衛 al■an  dalam  kota,
melllghubungkan pusat pel響 anan dengan persil,Inenghubungkan antar
pusat pemukilnan yang berada didalanl kota.

39。 Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi rrlelttani angkutan
pengumpul atau pembagi dengan ciri pettalanan jarak sedang,kecepatan
rata rata sedang dan jurrllah jalan rnasuk dibatasi.

Bagian Kedua
Maksud darl tttuan
Pasa1 2

Maksud disusunnya Peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman
Dinas,Penanggung」 a、vab kattFasan tanpa Rokok,Satgas Penegak KT
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Pengi wasan
Ka、、rasan Tanpa Rok_ok.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah utuk memberikan
perlindungan. bagi masyarakat dari dampak rokok yang dapat
membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan
lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.



BAB II
PENGAWASAN

Pasa1 4
Penga、vasan

(1)Penga、 vasan Kaπ vasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara non justicia.

(2)Penga、 vasan non justicia sebagailnana dirnaksud pada ayat(1)dilakukan
olch Satuan Tugas Penegak KTR dalarn bentuk:
a.Persuasiv berupa hilnbauanl atau
b.Teguran tertulis kepada pelaku dan/ atau pllnpillan/ penanggung
jab7ab Ka、vasan Tanpa Rokok pada instansi/1embaga/perusahaan。

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasa1 5

Ka■vasan tanpa Rokok yang rrlettadi tanggung ja■vab Satuan Tugas Penegak
KTR adalah sebagai be五 kut:
a.Fasilitas pelayanan keschatan
b.Tempat proses belttar mengttar;
c.Tempat anak berkumpul dan berrnain;
d.Tempatibadah;
e.Angkut〔覆lumum;
i Tempat ketta;dan
g.Tempat umum/ternpat laln yang ditetapkan.

Pasa1 6

′⌒          Ka跳″asan tanpa Rokok di fasilitas pebyanan keschatan sebagam■ ana dunaksud
dakたIn Pasa1 5 hurtlf a antara lain i

a.Rumah sakit
b.Pusat kesehatan lnasyarakat
c.Tempat praktek dokter
d.Rumah bersalin
e.Klinik
■ Tempat praktek bidan
g.Laboratorium keschatan
h.Apotek/toko Obat;dan
i. Tempat kesehatan lainnya.

Pasal 7 
saiarsebasaimana il"r^Kawasan Tanpa Rokok ditempat proses belajar mengajar sebagaiman

dalam Pasal 5 huruf b antara lain:

a. Tarnan kanak - kanak atau yang sederajat;
b. Sekolah dasar atau yang sederajat;
c. Sekolah menengah pertama atau yang sederajat;

/
I



d. Sekolah menengah atas atau yang sederajat;
e. Perguruan tinggi
f. Pos pendidikan anak usia dini
g. Pondok pesantren;
h. Perpustakaan;
i. Ruang praktikl laboratorium;
j. Museum;
k. Pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
L Tempat pendidikan lainnya.

Pasal 8

Kawasan Tanpa Rokok di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c antara lain :

a. Tempat penitipan anak
b. Tempat pengasuhan anak dan
c. Arena bermain anak - anak

Kawasan tanpa Rokok di tempat
5 huruf d antara lain :

a. Masjid;
b. Mushola;
c. Gereja;
d. Pura;
e. Wihara; dan
f. Kelenteng.

Pasal 9

ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasa1 10

Ka、vasan tanpa Rokok di angkutan umum sebagairnana dilnaksud dalam
Pasa1 5 huruf e antara lain:

a.Angkutan pedesaan(angkudes)
b.Angkutan perkotaan (angkOt)
c.Bus;
d.Taxi;
e.Kereta api
■ Kapal;dan
g. Angkutan umum lainnya.

Kalvasan tanpa Rokok di tempat
hur■lf f antara lain:

a.Pab五 k;
b.Perkantoran;
ct Ruang rapat;
d.Balai nikah;
e.Ruang sidang;

Pasal 1 1

kerja sebagaimana dimaksud dalam



f. seminar; dan
g. Tempat kerja lainnya.

Pasal 12

Kawasan tanpa rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf g antara lain:

a. Pasar modern
b. Pasar tradisional
c. Tempat hiburan dan wisata
d. Halte, terminal d.an stasiun
e. Hotel dan restoran
f. Sarana olahraga ; dan
g. Tempat umum/ tempat lain yang ditetapkan.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR(STP― KTR)

Pasal 13

Satuan Tugas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di
fasilitas pelavarlan keschatan,terrlpat proses bel可 ar mengttar,tempat anak

berFnain,dan angkutan umuln sebagaimana dirnaksud dalam Pasa1 6,Pasal
7,Pasa1 8,dan Pasal 10 adalah sebagai be五 kut:

a.Memastikan  tempat tersebut telah terpasang tanda Kawasan tanpa
Rokok pada halaman depan dan di pintu masuk ut― a dan/ atau di
ternpat yang dipandang perlu dan lnudah dibaca:
bo Mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/ terrlpat
tersebut.

c.Tidak rnenyediakan tempat rnerokok;
d.Melarang adanya asbak;
eo Melarang penyediaan rokok;
i Melarang orang rnelakukan aktivitas berupa lnettual,mengiklankan atau
mempromosikan rokok;dan
go Melakukan langkah - langkah pengawasan non justicia sebagailnana
dilnaksud dalarrl Pasa1 4響 at(2).                             ′

Pas〔

Satuan Tugas Penegak KTR dalan
ditempat ibadah berkoordinasi deng額

ibadah untuk rrlelakukan pemantauan dan pengawasan di rnasing― rnasing

tempatibadah yang rnen」 adi tanggungJawabnya.



Pasal 15

Satuan Tugas Penegak KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan di
tempat ketta dan tempat umum sebagaimana dimaksud ddtt Pasal ll darl
12 sebagai be五kut:

a.Memastikan tempat kerJa dan tempat umum telah memasang tanda
Kawasan tanpa Rokok pada halarnan depan dan/ atau tanda dilarang
merokok dipintu masuk utarrla dan/atau ditempat yang dipandang perlu
dan rnudah dibaca;
b.Memastikan tempat ketta darl tempat urnulrl ttlah menyediakan tempat
khusus merokok sesuai persyaratan yang ditentukan.

⌒      c.Mengingatkan semua orang tidak merokok di tempat ketta dan telrlpat
umum.

越.Melarans adanya asbak sel〔退重pada tettpat khusus lneFOkOk
e.Melaraltg orang inelakukan aktivitas berllpa inettllal,rrlenttklankan attu
mempromosikan Fokok;
i Mclakukan langkah - langkah pengaも、rasan no■ justicia sebagairFlana
dirnaksud dalarn Pasa1 4響 at(2)・

Pasal 16

Model dan bentuk tanda resmi Kawasan Tanpa Rokok dan tanda dilarang
merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan Pasal 15

huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMASANGAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 17

(1)Peme五 ntah daerah inelakukan pengendalian terhadap pemasangan iklan
produk tembakau yang dilakukan pada IIledia luar ruang.

(2)Pemasangan iklan produk ternbakau sebagainlnana dilnaksud pada ttat
(1)Wttib l■emenuhi ketentuan sebl
a. Tidak diletakkan di Kawasan tanp〔
b. Tidak diletakkan dijalan utama m
jalan provinsi yang ada di daerah.

c, Tidak diletakkan di jalan protocol
dan jalan Kota yang ada di daerah;
d. Tidak diletakkan pada perbatasan antara」 alεビl ut―a dan』 alal■ kolektori
e.Harus diletakkan sattar bahu jalan dan tidak boleh rnemotong jttan
atau rrlelintang.

■  Pemasangan ildan paling dekat 200 (duaratus)meter dari batas luar
pagar/bangunan ka、アasan tanpa rokok;dan/atau
g.Tidak boleh rrlelebihi ukuran 72 1n2(tlttuh puluh dua ineter persegi).



BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

(1).卜lasyarakat berperan serta dalam mewttudkan Ka、 オasanねnpa Rokok
di lingkungan rrlasing― lnasing

(2).bran Serta inasyarakat dalarn me、 vuJudkan ka■ vasan tanpa Rokok

kav/asan tanpa rokok atau satgas penga恥 ′asan KTR. dilakukan dalam
bentuk:

a.Pengaturan Kaぃ rasan tanpa Rokok dilingkungan lnasing― rrlasing
b,Penyarnpaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaall,
pelaksanaan dan evaluasi keb」 akan penyelenttarnAn Ka、、rasan Tanpa

dilakukRokok;
c.Keikutsertaan dalanl kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian
penyelenggaraan Kawasan tanpa rokok melalui pengav7asan social;
dan/atau
d.Berperan aktif untuk idak inerokok di dalarrl ruang atau rtlmah.

(3).Penyampaian sararl, masukan dan pendapat dalam perencal■ aan,
pelaksanaan dan evaluasi kebiiakan penyelenggaraan Kawasan tanpa
Rokok sebagaiinana dilnaksud pada ttat(2)huruf b dilakukan secara
langsung kepada penanggungjawab

(4).Penyampaian saran, masukan dan pendapat dalaFrl perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kebiiakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa
Rokok sebagalrnana dirrlaksud pada ttat(2)secara tidak langsung dalark

bentuk antara lain:

a. penyelenggaraa■ diskusi
b.senlinar dan kegiatan saenis;dan/atau
c, pcnyampaian pendapat melalui media komunikasi seperti media ceよ、
elektronik radio,televise,Illledla so(

(5).Peran serta masy‐arakat dalam i

sebagailnana dilnaksud pada ayatl

a.Berkelompok/inStitusi/badan usaha/1embaga/organisasi atau
b.Individu/perorangan.

BAB VH

PELAPORAN

Pasal 19

(1)Satgas Penegak KTR rrlelalui Dinas secara berkala mengi五 mka■t
laporan persemester kepada Bupati.



{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADL/11NISTRATIF

Bagi STP… KTR yang tidak lnelaksanakan keミ jゝiban dilakukan secara

betten」 ang sebagai be五 kuti

ao dikenakan peringatan lisan dan apablla pe五 ngatalll lisan tidak
diindahkan dalarrl jangka waktu 30 ( tiga puluh )hari ketta, rrlaka

dikenakan surat peringatan teFtuliS pertama;

b, apabila surat peAngatan tertulis pertama tidak dipatuhi dalam
jangka waktu 7(tttuh)hari ketta,maka dikenakan surat peringatan

tertulis kedua;

c. apabila surat pe五ngatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka

waktu 7(tttuh)hari ketta,maka dikenakan surat peringatan tertulis

ketiga;

d. apabila  surat  peringatan  tertulis  ketiga  tidak  dipatuhi  dalam

」angka 7 (tttuh)hari ketta, IInaka pelanggaFan Oleh pengelola atau
penanggungiawab KTR akan dipublikasikan kepada rnasyarakat;

e.pengelola atau penanggungiav/ab KTR yang dipublikasikan karena
pelanggarannya,tetap di、 もra」 ibkan rrlemenuhi kewalibannya;

f.  pengelola atau penanggungia、vab KTR yang dipublikasikan sebagailnana

diinaksud pada huruf e,apabila telah memenuhi ketentuan― ketentuan
yang berlaku,akan dipulihkan nama baiknya;

Pasa1 20

11)・ Pengenaan sanksi adnlinistratif berupa peringatan lisan dan tertulis

dilaksanakan olch Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi

dalam urusan penegakan Peratur
dari Tim Pembinaan dan Penga恥 ′as

(2).Pengenaan sanksi adlninistratif
Perangkat Daerah yang melnilitt tugas dan fungsi dalarn urusan
kesehatan,



⌒

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 2 1

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ormg mengctahuinya,Inemc五 ntahkan peュgundangan Pcraturan

Bupatiini dengan pcncmpatal■tta dalarn Be五 ta Daerah Kttbupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal,  リ ー 2-2019

BUPATI mNGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

pada tangga1   19 - み‐ )° 19

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH ttBUPATEN LANGKAT TAHUN ユD'9 NOMOR 3

Salinan scsuai dengan Asttnya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMBINA

NIP.19730803200212 1005

⌒
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LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN BUPATI LANGKAT

夕 ‐ 防υИ  ttο 9`

′9-象 ~炒 t9

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN
KABUPATEN

DAERAH
LANGKAT

NOMOR l TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

LAPORAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

/´
‐｀
、

Nol饒or

Nama Kawasan

Alamat

Periode Pelaporall

Mengetahui
Pimpinan I Penanggung Jawab KTR

(…………………………………………)

tanggal
Petugas Pengawas KTR

LANGKAT

Waktu
Keladian

Tempat
Keiadian

Peristiwa/
Keiadian

Pelaku Bukti/
Saksi

Tindakan Hasil Keterangan

2 3 4 5 6 7 8

」UMLAH

ESA S:TEPU

(… … … … … … … … … … … …
。
)

ヽ


